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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  KEBIJAKSANAAN UMUM PERADILAN 

 Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum 

yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan. 

 Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial 

maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah 

Agung . perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan 

tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks. 

 Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Keppres No. 21 tahun 

2004, Pengadilan Negeri Sukabumi yang merupakan Pengadilan Tingkat pertama memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap 

tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, karena bukan saja 

menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, kepegawaian, 

keuangan, umum dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan 

peradilan itu sendiri. 

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang 

telah dilakukan adalah dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan–ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut telah pula di ubah  Undang-

Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung. Begitu pun Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang 

merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung, telah pula diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum. 
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Selain adanya pembentukan dan perubahan undang-undang, disamping itu pula 

sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung 

RI dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, 

maka telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14  Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja 

Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada 

Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya. 

Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka Pengadilan Negeri Sukabumi 

telah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, baik dengan menegakkan disiplin kerja, 

maupun dengan meningkatkan kualitas institusi Lembaga Peradilan/Pengadilan Negeri 

Sukabumi yang agung serta dengan  meningkatkan kualitas pelayanan hukum secara optimal 

dan meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur pada Pengadilan 

Negeri Sukabumi. 

Terkait hal tersebut di atas administrasi pengadilan dapat dibedakan menurut jenisnya 

dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi 

kesekretariatan. Namun demikian masih tetap dalam satu garis koordinasi dan 

pertanggungjawaban yaitu seorang Panitera/ Sekretaris. 

 Penyelenggaraan administrasi di bidang Justisial maupun Non-Justisial di Pengadilan 

Negeri Sukabumi selalu meningkat di setiap tahunnya, hal mana dapat dilihat dalam rincian 

Tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 

 

B. VISI DAN MISI 

Visi Pengadilan Negeri Sukabumi 

 Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia  yang Agung. 

 

Misi Pengadilan Negeri Sukabumi  

1. Menjaga kemandirian badan peradilan umum tingkat pertama  

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di 

Pengadilan Negeri Sukabumi 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum tingkat pertama  

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan umum tingkat 

pertama 
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C.  RENCANA DAN STARATEGI 

a. TUJUAN 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan 

suatu  tujuan yang harus dicapai dalam tahun 2016. Tujuan yang telah ditetapkan 

merupakan titik fokus segenap aparat jajaran Pengadilan Negeri Sukabumi akan 

merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai Visi dan 

Misi yang di emban, adapun tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagi berikut :  

1. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen  peradilan dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan 

yang baik dan bersih 

2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan dan bantuan hukum kepada 

masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia 

3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung 

kinerja 

4. Terwujudnya penyelenggaraan penyelesaian perkara, penanganan kasus-

kasus khusus hukum dan inventarisasi system administrasi perkara. 

b. SASARAN 

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka Pengadilan 

Negeri Sukabumi menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan, berupa kegiatan yang lebih spesifik, terinci, dapat di ukur dan dicapai dalam 

kurun  waktu satu tahun yakni tahun 2016. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen  peradilan dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi tercapainya kepemerintahan 

yang baik dan bersih 

 Tersedianya kesejahteraan pegawai pada Pengadilan Negeri 

Sukabumi 

 Terselenggaranya perlengkapan operasional kantor 

 Terselenggaranya pelayanan public atau birokrasi yang profesional 

2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan dan bantuan hukum kepada 

masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia 

 Terselenggaranya pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat 

kurang mampu 
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3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung 

kinerja 

 Tersedianya sarana prasarana Pengadilan Negeri Sukabumi yang 

memadai dan mendukung kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi 

dalam melayani masyarakat 

4. Terwujudnya penyelenggaraan penyelesaian perkara, penanganan kasus-

kasus khusus hukum dan inventarisasi system administrasi perkara. 

 Terselenggaranya kegiatan penanganan perkara dari mulai perkara 

masuk ke pengadilan sampai dengan eksekusi putusan pengadilan 

dijalankan. 
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BAB II 

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 

 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI  

DULHUSIN, SH., MH. 

 

WAKIL KETUA  

LISFER BERUTU, SH., MH. 

 

PANITERA  

RATNA SUMINAR, SH., MH. 

 

WAKIL PANITERA 

SUGIRI, SH. 

 

SEKRETARIS 

EDI SUPRIADI, SE. 

 

PANITERA MUDA PERDATA 

TJETJEP HIDAYAT 

 

PANITERA MUDA PIDANA 

DJADJANG SUDARMAN 

 

PANITERA MUDA HUKUM 

TATANG MAHMUD, SH 

 

KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN, TI PELAPORAN 

EKA NURJANAH 
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KEPALA SUB.BAGIAN UMUM & KEUANGAN 

ILHAM SAPUTRA, ST., SH. 

 

KEPALA SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORTALAK 

IYAN RUHYANA 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SUKABUMI 
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A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (S.O.P) 

 Dalam rangka menciptakan Service Excelent (Pelayanan Prima) dalam kaitannya 

dengan Pelayanan Publik para pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi 

telah ditetapkan Stadard Operational Prosedure yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris 

Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 002 tahun 2012 tentang PEDOMAN 

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN 

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG DIBAWAHNYA. Standar 

Operational Prosedur dimaksud diharapkan mampu untuk menciptakan Transparansi dan 

Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi dan 

Pelayanan yang maksimal berkaitan dengan Informasi di Pengadilan bagi seluruh lapisan 

masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi. 

 

1. Eselon III 

Ketua Pengadilan, antara lain:  

1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin/pembangunan 

2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh 

karyawan 

3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :  

a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat 

Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya 

b. Masalah-masalah yang timbul 

c. Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan 

Jurusita di daerah hukumnya 

d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan 

dilaporkan kepada Mahkamah Agung 

4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari 

ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara 

5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, 

Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya 

perkara) 
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Wakil Ketua Pengadilan  

1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, 

pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 

2) Mewakili Ketua bila berhalangan 

3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua 

4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah 

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan 

hasil pengawasan tersebut kepada Ketua  

5) Mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok Hakim Pengawas Bidang; 

 

2. Eselon IV 

Panitera 

1) Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan 

2) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus 

menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan 

pidana maupun situasi keuangan 

3) Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku 

daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat 

lainnya yang disimpan di Kepaniteraan 

4) Membuat salinan putusan 

5) Menerima dan mengirimkan berkas perkara 

6) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua 

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan  

 

Wakil Panitera 

1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya 

2) Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas 

administrasi perkara, dan membuat laporan periodik. 

3) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.  

4) Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.  
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Sekretaris 

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan  

Panitera Muda 

1) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan 

pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

 

Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan 

1) Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara  

2) Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, 

pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan 

diluar perkara pengadilan  

3) Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA). 

4) Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan 

Tahunan). 

5) Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara. 

6) Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan 

pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan operasional kantor. 

7) Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat 

Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan 

 

Kepala sub – Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 

1) Perancanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

2) Menyusun Rencana Kerja (RenJa) 

3) Pengajuan Revisi POK (DIPA) 

4) Perawatan SIPP/CTS 

5) Pengelolaan Website 

6) Perawatan dan Mengatasi Permasalahan Jaringan 

7) Peliputan dan Penginputan Website 

8) Penghimpunan Laporan 

9) Penyusunan LKjiP 

10) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 
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Kepala sub - Bagian Kepegawaian, dan Ortalak 

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: 

1) Menangani keluar masuknya pegawai 

2) Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai. 

3) Menangani pensiun pegawai 

4) Menangani kenaikan pangkat pegawai 

5) Menangani gaji pegawai 

6) Menangani mutasi pegawai 

7) Menangani tanda kehormatan 

8) Menangani usulan/ promosi jabatan, dll 

 

3.Fungsional 

Hakim 

1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. 

Tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan 

semua perkara yang diajukan kepadanya 

2) Dalam perkara perdata, Hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha 

keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan 

yang sederhana, cepat dan biaya ringan  

3) Melaksanakan tugas pengawasan yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri/Wakil ketua Pengadilan Negeri atau tugas–tugas lain yang telah ditetapkan 

dalam program kerja tambahan; 

 

Panitera Pengganti 

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan 

kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.  

 

Jurusita 

1) Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim 

Ketua Majelis 

2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-

protes dan pemberitahuan putusan pengadilan 

3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri 
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4) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada 

pihak-pihak terkait 

 

4.STAF 

1) Staf Kepaniteraan Hukum 

 

o Membuat laporan bulanan perdata. 

 

o Membuat laporan per Empat Bulanan Perdata. 

 

o Membuat laporan per Enam Bulanan Perdata. 

 

o Membuat Laporan Pidana. 

 

o Membuat laporan per Empat Bulanan pidana dan perdata. 

 

o Membuat laporan per Enam Bulanan pidana dan perdata. 

 

o Menerima berkas yang telah diminutasi dari bidang pidana dan perdata. 

 

o Memeriksa dan membuat daftar lembaran berkas yang telah diminutasi. 

 

o Menyusun dan menyimpan serta menata berkas pidana dan perdata di gudang  

arsip. 

 

2) Staf Kepaniteraan Pidana 

o Mengerjakan berkas perkara pidana biasa, singkat ringan dan mendaftarkannya  

dalam Buku Register Induk. 

 

o Mencatat penetapan hari sidang pertama dan penundaan sidang yang dilaporkan 

oleh Panitera Pengganti. 

 

o Mencatat pembagian perkara dalam Buku Bantu. 

 

o Menerima berkas perkara yang diminutasi dan mencatatnya didalam buku register. 

 

o Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas perkara pidana yang akan dikirim ke 

Bidang Hukum. 

 

o Menutup buku register pidana biasa, singkat, ringan setiap bulannya. 

 

o Mengerjakan Legalisasi Surat Kuasa. 

 

o Mencatat dengan cermat Register Penahanan. 

 

o Membuat laporan perkara putus, laporan perkara masuk ke Bidang Hukum setiap 

bulannya. 
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o Menyiapkan dan menyerahkan salinan –salinan putusan pengadilan, apabila ada 

permintaan dari pihak yang bersangkutan. 

 

o Mengerjakan pernyataan kasasi. 

 

o Mendaftarkan perkara tindak pidana Lalu Lintas setelah perkara diputus Hakim. 

 

o Mengerjakan tanda terima atas Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi. 

 

o Mengerjakan tanda terima atas jawaban / tanggapan Peninjauan Kembali, alasan 

Peninjauan Kembali. 

 

o Menyusun, mempersiapkan berkas Kasasi yang akan dikirim. 

 

o Menutup buku Register perkara pidana lalu lintas setiap bulannya. 

 

o Mengerjakan pernyataan banding. 

 

o Menyerahkan tanda terima memori banding, kontra memori banding. 

 

o Membuat Akta tidak mengajukan permohonan banding. 

 

o Menyusun, mempersiapkan berkas perkara banding yang akan dikirim ke 

Pengadilan Tinggi Bandung. 

 

o Menerima serta menyimpan barang bukti yang telah diserahkan dari jaksa. 

 

o Mencatat kedalam Buku Register Banding tentang upaya hukum banding. 

 

o Mencatat kedalam Buku Register Kasasi tentang upaya hukum kasasi. 

 

o Mencatat kedalam Buku Register Pidana banding, kasasi, biasa, singkat, cepat, pra 

peradilan, setelah putus dicatat dalam Register tersebut. 

 

 

3) Staf Kepaniteraan Perdata 

- Melaksanakan tugas Kasir : 

 
o Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara baik dalam Buku Jurnal 

maupun Buku Bantu. 

 

o Melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dan penerimaan setiap hari kepada 

Panitera untuk mencatat dalam Buku Induk Keuangan yang bersangkutan. 

 

o Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sesuai dalam SKUM dan 

buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan. 
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-  Melaksanakan tugas Meja III : 

 

o Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan PN / PT / MA kepada yang 

bersangkutan. 

 

o Menyerahkan salinan penetapan PN kepada yang bersangkutan. 

 

o Menerima dan memberikan tanda terima atas memori banding, Kontra Memori 

Banding, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Jawaban /Tanggapan atas alasan 

peninjauan kembali. 

 

o Menyusun, menjahit, mempersiapkan berkas banding, kasasi dan PK. 

 

o Mengirimkan berkas perkara tersebut.  

 

- Mendaftarkan perkara yang masuk kedalam Register Induk perkara perdata 

sesuai dengan nomor yang tercantum dalam SKUM / Surat Gugatan / 

Permohonan. 

 

- Surat Gugatan / Permohonan dengan melampirkan tindasan SKUM dan surat-

surat yang berhubungan dengan gugatan di sampaikan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri melalui Panitera dan kemudian diserahkan kepada Majelis 

Hakim. 

 

- Meregister Permohonan 

 

4) Staf Bagian Kepegawaian 

o Bertanggungjawab atas SKPegawai. 

 

o Mengarsipkan surat masuk dan keluar. 

 

o Membuat SKP 

 

o Mengerjakan usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. 

 

o Mengerjakan SK Kenaikan Gaji Berkala Pegawai. 

 

o Mengerjakan Usulan Pensiun. 

 

o Mengerjakan Surat Pernyataan menduduki Jabatan setiap awal tahun. 

 

o Membuat Berita Acara Sumpah, Pelantikan Jabatan. 

 

o Membuat dan mengerjakan absen Hakim dan Pegawai  

 

o Membuat buku Cuti dan Izin Cuti. 

 

o Membuat KP 4. 
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o Membuat impasing 

 

o Membuat Buku Daftar Induk Pegawai 

 

5) Staf Bagian Umum dan Keuangan 

o Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima. 

o Melakukan pembayaran belanja rutin atas tagihan beban anggaran. 

o Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

o Membuat daftar gaji / lembur/ uang makan / remunerasi dan Rapel Pegawai 

sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/ lembur dan rapel 

o Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai daftar gaji. 

o Melakukan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

 

o Membuat Laporan Bulanan dan Triwulanan PNBP. 

o Menginput setiap transaksi baik Penerimaan maupun SPM ke dalam aplikasi 

SAKPA. 

o Membuat Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan. 

o Menginput data penyerapan pada aplikasi komdanas, e-monev Bapennas PP 39, e-

monev Bapeda DIY, e-monev anggaran kementerian keuangan. 

o Membuat laporan barang milik Negara. 

 

o Membuat laporan Administrasi umum. 

 

o Membuat Buku Daftar Inventaris Barang Milik Negara. 

 

o Membuat daftar Inventaris Ruangan (DIR). 

 

o Membuat Kartu Inventaris Banrang (KIB) Gedung/ Bangunan/ tanah. 

 

o Mendata barang inventaris kantor. 

 

 

B. KINERJA/SASARAN KERJA PEGAWAI (S.K.P) 

1. Ketua Pengadilan, antara lain:  

1 Menerima dan Mendisposisi Surat - Surat Masuk  

2 Menerima dan Mendisposisi Berkas Perkara 
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3 Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian 

4 
Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 
Agung RI 

5 Menugaskan Hakim Pengawas Bidang 

6 Memimpin Pelaksanaan Eksekusi 

7 Melaksanakan Pemeriksaan Keuangan Perkara 

8 Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara 

 

2. Wakil Ketua Pengadilan, antara lain:  

1 Menerima dan Menandatangani Surat - Surat 

2 Menerima dan Menetapkan Berkas Perkara 

3 Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara 

4 Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian 

5 Melakukan Konsultasi Ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI 

 

3. Hakim, antara lain:  

1 Menerima, Memeriksa dan Memutus Perkara 

2 Minutasi Perkara 

3 Melakukan Mediasi 

4 Melaksanakan Pengawasan Bidang 

 

4. Panitera, antara lain:  

1 Menerima dan Mendisposisi Surat 

2 Menjawab dan Mengirim Surat 

3 
Meneliti dan Mennandatangi Laporan Bulanan, Triwulan dan 
Semesteran 

4 Melaksanakan Anggaran 

5 Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim 

6 Menandatangani Salinan Putusan dan Penetapan 
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7 Menandatangani Akta, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi 

8 Melaksanakan Eksekusi 

9 Menetapkan Pembagian Tugas 

10 Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Perkara dan Uang Pihak Ketiga 

11 
Melaksanakan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung 
RI 

12 Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian 

 

5. Wakil Panitera, antara lain:  

1 Membantu Hakim dengan Mencatat jalannya Persidangan 

2 

Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan 
mengawasi Pelaksanaan tugas administrasi Perkara antara lain 
ketertiban dalam mengisi buku Register Perkara Membuat laporan 
periodik dan lain-lain. 

3 Melaksanakan Tugas Panitera apabila Panitera Berhalangan 

4 Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 

 

6. Panitera Muda, antara lain:  

a. Panitera Muda Pidana : 

1 Merencanakan Kegiatan Kepaniteraan Pidana 

2 Membagi Tugas kepada seluruh Staf Kepaniteraan Pidana 

3 Membimbing Staf dalam melaksanakan Tugas Sehari-hari. 

4 
Memeriksa kelengkapan berkas Perkara yang diterima dari 
Kejaksaan 

5 
Memeriksa dan mengecek berkas perkara yang diminutasi oleh 
Panitera Pengganti 

6 Mengevaluasi tugas seluruh staf Kepaniteraan Pidana 

7 Membuat Berita Acara Sidang Perkara Pidana maupun Perdata 

8 Mencatat acara persidangan  perkara Pidana maupun Perdata 

9 
Menindaklanjuti Permohonan upaya Hukum kelengkapan Bundel A 
dan B 

10 
Memeriksa Putusan untuk masuk kedalam CTS dan Direktori Putusan 
( Sema 14/10 ) 
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11 
Memeriksa Perkara yang dimasukan kedalam Sistem Informasi 
Penelusuran Perkara sesuai SK KMA No.114-1 

12 
Memeriksa / mengecek Izin Sita, Izin Penggeledahan dan 
Permohonan Perpanjangan Penahanan 

 

b. Panitera Muda Perdata 

1 Mengagendakan / Menginventarisir Jumlah dan data Keperdataan 

2 
Mengetik / Menyusun Rencana dan Program Kerja Kepaniteraan 
Perdata 

3 Menetapkan Rencana Biaya Perkara yang dituangkan dalam SKUM. 

4 
Menerima Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding,Kasasi dan 
Peninjauan Kembali ( Upaya Hukum ) 

5 
Menindaklanjuti Permohonan Upaya Hukum  kelengkapan Bundel A 
dan B 

6 
Membina /Membimbing/Mengarahkan para staf dalam melaksanakan 
tugas-tugas pada Kepaniteraan Perdata. 

7 Menerima Berkas Perkara 

8 Membuat Penetapan - Penetapan Perkara 

9 Membuat Berita Acara Sidang 

10 Pengetikan Putusan 

11 Minutasi Perkara 

12 Memasukan data Perkara ke CTS ( SIPP ) 

 

c. Panitera Muda Hukum 

1 Menyusun Rencana Kerja dan Kebutuhan Tahunan 

2 
Membuat Berita Acara Sidang dan Minutasi Perkara baik elektronik 
maupun manual 

3 
Menginput data Perkara dan membuat laporan perkara serta biaya 
proses dan jenis laporan lainnya 

4 Mengelola dan Menyelenggarakan Meja Informasi 

5 Meng-upload Putusan ke Direktori Putusan setiap Perkara 

6 Mengelola dan menyelenggarakan Meja Pengaduan 

7 
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkara dan 
biaya proses dari Pengadilan Negeri 

8 
Mengelola dan menyelenggarakan arsip perkara baik elektronik 
maupun manual 
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9 Melaksanakan Manajemen persuratan dan pengersipan 

10 
Mengelola SIPP/CTS dan Monitoring pelaksanaan SIPP/CTS di 
Pengadilan Negeri 

11 
Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Staf Kepaniteraan 
Hukum 

 

7. Panitera Pengganti, antara lain:  

1 Menerima Berkas Perkara 

2 Membuat Penetapan - Penetapan Perkara 

3 Membuat Berita Acara Sidang 

4 Pengetikan Putusan 

5 Minutasi Perkara 

6 Memasukan data Perkara ke CTS SIPP 

 

8. Sekretaris, antara lain:  

1 Menyusun Rencana dan Program Kerja  

2 Membuat Surat Perintah Membayar 

3 Mendisposisi Surat Masuk dan Surat Keluar sesuai tujuan surat 

4 Membuat Surat Balasan 

5 
Membuat Surat Usulan Penghapusan Kendaraan Dinas dan Barang 
Milik Negara 

6 
Memeriksa Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan dari Tiap 
Sub.Bagian 

7 
Mengkoordinir, Mengoreksi dan membina Sub.Bagian Keuangan, 
Umum dan Kepegawaian. 

8 Melakukan Konsultasi ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI 

9 Mengevaluasi Kinerja Bagian Kesekretariatan 

10 
Mengontrol dan Memeriksa kebersihan serta keamanan lingkungan 
Kantor 

11 Membuat Surat Perintah Sesuai Disposisi Pimpinan 

 

9. Kepala sub – Bagian :  

a. Sub. Bagian Umum dan Keuangan 
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1 Menyusun Berkas Pengajuan Dana Uang Persediaan (UP) 

2 
Memeriksa Berkas Usulan Belanja Pegawai-Belanja Barang-Belanja Modal 
; Memeriksa Nominatif Gaji ; Membuat dan Melakukan Pengujian Tagihan 
/ SPP ; Membuat dan Menandatangani SPM 

3 
Memeriksa Kelengkapan Bahan Rekon SAKPA dengan KPPN ; Memasukan 
Data pada Aplikasi KOMDANAS ; Melakukan Rekonsiliasi SAKPA dengan 
Koordinator Wilayah 

4 
Membuat CaLK BUA ; Memeriksa CaLK BUA dan CaLK BADILUM ; 
Memeriksa Rekap Laporan Keuangan dan Kegiatan Bulanan Sub Bagian 
Keuangan  

5 
Memeriksa Berkas Usulan Remunerasi Pegawai dan Nominatif 
Remunerasi Pegawai 

6 Memeriksa SKPP 

7 
Memeriksa dan Menganalisis Surat Masuk dan Surat Keluar Sub Bagian 
Keuangan 

8 Memeriksa Berkas Rekon Penerimaan Negara (K2PN) dengan KPPN 

9 Memonitoring Surat Dinas Masuk dan Keluar  

10 
Memonitoring kebersihan lingkungan kantor dan menyediakan 
perlengkapan kebersihan, perlengkapan acara dan ATK Kantor 

11 
Membuat dan memeriksa CaLBMN BUA dan BADILUM Semesteran dan 
Tahunan ; Memeriksa Rekap Laporan Umum dan Kegiatan Bulanan Sub 
Bagian Umum  

12 
Menginput Transaksi ATK dan Aset pada Aplikasi Persediaan  dan SIMAK-
BMN ; Pengiriman Data Persediaan BUA dan BADILUM ke Aplikasi SIMAK 
BMN. 

13 
Membuat Surat Keputusan Penghunian Rumah Dinas dan 
Pemegang/Penanggungjawab alat kantor, dan kendaraan dinas roda 4 
dan roda 2 

14 
Memonitoring kebersihan lingkungan kantor dan menyediakan 
perlengkapan kebersihan, perlengkapan acara dan ATK Kantor 

15 Membuat dan memperbaharui Daftar Barang Ruangan (DBR) 

16 
Melaksanakan Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN dan SAIBA serta 
Membuat BA Rekonsiliasi Internal dan Akurasi Data SIMAK-BMN dan 
SAIBA Bulanan, Semesteran dan Tahunan 

17 Memonitoring Pengarsipan dan kegiatan Perpustakaan 

18 
Menyusun dan Membuat Daftar Jaga Sidang,  Jadwal Piket Malam dan Hari 
Libur,  Pengumuman-Pengumuman 

 

b. Sub. Bagian Kepegawaian dan Ortalak, antara lain 

1 Menginventarisir jumlah dan data Pegawai 

2 Menyusun Rencana dan Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian. 

3 
Mengusulkan/ Mengetik Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan, 
Penyesuaian Ijazah, dan Kenaikan Pangkat Pengabdian. 

4 Mengusulkan / Mengetik Kenaikan Gaji Barkala 
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5 
Menerbitkan/ Mengetik Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti alasan Penting, 
cuti Melahirkan, Cuti diluar tanggungan Negara, Cuti Sakit dan Ijin 
tidak Masuk Kantor 

6 
Menerbitkan / Mengetik Surat Tugas ( Dinas Luar ) sesuai disposisi 
dan Perintah Pimpinan. 

7 
Mendata / Merekapitulasi dan Mengetik Daftar hadir dan daftar 
pulang seluruh Pegawai. 

8 
Mengetik / Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, 
Melaksanakan Tugas, telah Menduduki Jabatan, Berita Acara Sumpah 
Jabatan  

9 
Menerbitkan / Pengetikan SK Mutasi Intern, Pembentukan Tim 
Disiplin Kerja, Reformasi Birokrasi, Hawasbid, Majelis Hakim, Dll. 

10 Pengetikan Usulan Pensiun Pegawai 

11 
Mengusulkan / Mengetik Mutasi Pegawai, Promosi Pegawai, Diklat, 
Karpeg, Taspen, Karis dan Karsu Pegawai. 

12 
Menyusun / Mengetik Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Sesuai PP 
n.15 Tahun 1976. 

 

c. Sub. Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan 

1 
Mengkoordinir, Membina, Mengarahkkan serta membagi Tugas Sub. 
Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 

2 Menyusun Rencana Kerja Sub. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan 

3 
Menyusun serta Membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian 
Lembaga (RKA-KL) BUA dan BADILUM 

4 Menyusun, Membuat Revisi Anggaran BUA dan BADILUM 

5 
Memeriksa dan Meneliti serta Memaraf seluruh Surat Masuk dan 
Surat Keluar (Laporan Bulanan, Tahunan, LKjIP, Renstra) Sub Bagian 
Perencanaan, IT dan Pelaporan 

6 
Memonitoring Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur Hardware 
(Perangkat Keras) 

7 Memonitoring Pelaksanaan Pengelolaan Software (Perangkat Lunak) 

8 
Memonitoring Pengunggahan Laporan-Laporan dan Berita ke dalam 
Website 

 

10. Jurusita, antara lain:  

1 
Melaksanakan Penetapan Perintah Hakim Ketua Majelis / Hakim 
Tunggal 

2 
Pengetikan Relas Panggilan kepada para pihak yang berperkara ( 
Gugatan ) dan Pemohon ( Permohonan 

3 
Melaksanakan Pemanggilan kepada para pihak/Pemohon dan kepada 
tergugat 

4 
Melaksanakan Pemberitahuan isi Putusan, Pernyataan Banding,Kasasi 
dan Peninjauan Kembali 

5 
Melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap(PHT) / Eksekusi 
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6 
Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, Kasasi, dan Peninjauan 
Kembali 

 

11. Staf, antara lain : 

1 Membuat Laporan Bulanan. Triwulan, dan Laporan Tahunan 

2 Menyimpan ( Mengarsipkan) Surat Keluar dan Surat Masuk 

3 Melaksanakan kegiatan masing-masing sub.bagiannya 
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BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 

 
A. SUMBER DAYA MANUSIA 

Pengadilan Negeri Sukabumi terhitung per 01 Desember 2016 memiliki 51 (lima 

puluh satu) orang tenaga/sumber daya manusia di bidang Tekhnis Yudisial yang terdiri 

atas 9 orang Hakim, 9 orang Panitera Pengganti, 4 orang Jurusita, 5 Orang Jurusita 

Pengganti dan 7 orang Staf. 

-  Mutasi 

Berikut merupakan hakim dan pegawai yang menjalankan mutasi di/dari Pengadilan 

Negeri Sukabumi : 

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU 

1 2 2 3 

1 Lisfer Berutu, SH., MH. Hakim Madya Utama PN Medan Wakil Ketua PN Sukabumi 

2 Achmad Munandar, SH. Hakim Pratama Utama PN 
Majalengka 

Hakim PN Sukabumi 

3 Dwi Winarko, SH., MH. Ketua PN Sukabumi Hakim PN Surabaya 

4 Lendriaty Janis, SH., MH. WKPN Bogor Ketua PN Sukabumi 

5 Junita Pancawati, SH., MH. Hakim PN Subang Hakim PN Sukabumi 

6 Dhian Febriandari, SH., MH Hakim PN Pemalang Hakim PN Sukabumi 

7 Puji Rahayu, SH., MH Staf PTUN Surabaya Staf PN Sukabumi 

8 Irma Mardiana, SH., MH. Hakim PN Purworejo Hakim PN Sukabumi 

9 Kusdinar, SH PP PN Bale Bandung PP PN Sukabumi 

10 Ahmad Syarif, SH., MH. Hakim PN Sukabumi WKPN Tanjung Selor 

11 Eppi Afrandi P.A.Md Staf PN Sukabumi Staf PT Jawa Barat 

12 Lendriaty Janis, SH., MH. Ketua PN Sukabumi WKPN Bengkulu 

13 Dulhusin, SH.,MH. WKPN Sumber Ketua PN Sukabumi 

14 Haris Fadillah Panmud. Perdata Panmud. Pidana Cibadak 

 

-  Promosi Jabatan 

Berikut merupakan hakim dan pegawai yang mendapatkan Promosi Jabatan di/dari 

Pengadilan Negeri Sukabumi : 

NO NAMA JABATAN LAMA JABATAN BARU 

1 2 2 3 

1 Ratna Suminar, SH., MH. Panitera/Sekretaris Panitera 

2 Edi Supriadi, SE Wakil Sekretaris Sekretaris 

3 Iyan Ruhyana Kasub. Bag. Kepegawaian Kasub. Bag. Kepegawaian, 
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Ortalak 

4 Ilham Saputra, ST., SH. Kasub.Bag. Keuangan Kasub. Bag. Umum & 
Keuangan 

5 Eka Nurjanah Kasub. Bag. Umum Kasub. Bag. Perencanaan, TI 
Pelaporan 

6 Lisfer Berutu, SH., MH. Hakim Madya Utama PN Medan Wakil Ketua PN Sukabumi 

7 Lendriaty Janis, SH., MH. WKPN Bogor Ketua PN Sukabumi 

8 Ahmad Syarif, SH., MH. Hakim PN Sukabumi WKPN Tanjung Selor 

9 Lendriaty Janis, SH., MH. Ketua PN Sukabumi WKPN Bengkulu 

10 Dulhusin, SH.,MH. WKPN Sumber Ketua PN Sukabumi 

11 Haris Fadillah, SH. Panmud. Perdata Panmud. Pidana Cibadak 

12 Tjetjep Hidayat Panmud. Hukum Panmud. Perdata 

13 Tatang Mahmud, SH Panmud. Perdata Panmud. Hukum 

 

- Pensiun 

NUNUNG SUTRISNO (PANITERA PENGGANTI).  

 

Untuk menunjang kegiatan administrasi yang semakin meningkat, maka dibutuhkan 

beberapa orang CPNS atau pegawai baru untuk ditempatkan di beberapa bagian di 

Pengadilan Negeri Sukabumi. Kebutuhan pegawai tersebut antara lain : 

  
JUMLAH 

KEBUTUHAN 
JABATAN 

KUALIFIKASI 

PENDIDIKAN 
 

3 orang Operator Komputer D3 Ilmu Komputer 
 

 

2 orang 
Pranata Komputer / Web Admin / 

IT Admin 
S1 Komputer / Teknik 

Informatika 
 

 

B. KEADAAN PERKARA 

1. KEPANITERAAN PERDATA  

1. PERKARA GUGATAN/BANTAHAN : 

Sisa tahun 2015 :    3  perkara 

Masuk :   25  perkara 

Putus :   23  perkara 

Di cabut :    -  perkara 

Sisa per 31 Desember 2016 :   5  perkara 

 

2. PERKARA PERDATA PERMOHONAN: 

Sisa tahun 2015 :     3  perkara 
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Masuk :    86  perkara 

Putus :    87  perkara 

Di cabut :    -    perkara 

Digugurkan :     -     perkara  

Sisa per 31 Desember 2016 :     2  perkara 

 

3. UPAYA HUKUM PERKARA PERDATA   

Perkara Perdata Banding :  

Sisa yang belum dikirim tahun 2015 :    2     perkara 

Masuk :    9 perkara 

Dicabut  :    - perkara 

Dikirim :    6   perkara 

Sisa tahun ini :    5 perkara 

 

Perkara Perdata Kasasi : 

Sisa yang belum dikirim tahun 2015 :    3   perkara 

Masuk :    8 perkara 

Dikirim ke MA RI :   10 perkara 

Di cabut :    - perkara 

Sisa yang belum dikirim ke MA RI tahun 2016 :    1 perkara 

 

Perkara Perdata Peninjauan Kembali : 

Sisa yang belum dikirim tahun 2015 :     - perkara 

Masuk :     - perkara 

Dikirim ke MA RI :     - perkara 

Di cabut :     - perkara 

Sisa yang belum dikirim ke MA RI tahun  2016 :     - perkara 

Diputus oleh Mahkamah Agung RI :     - perkara 

 

Perkara Perdata Eksekusi : 

Sisa Tahun Lalu :    2 perkara 

Masuk :    3  perkara 

Diselesaikan tahun 2016 :    - perkara 

Di cabut tahun 2016 :    - perkara 
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Sisa tahun 2016 :    5 perkara 

 

2. KEPANITERAAN PIDANA (S/D 20 Desember 2016) 

 Perkara Pidana Biasa : 

Sisa tahun 2015 :    36  perkara 

Masuk :  356   perkara 

Putus :  344   perkara 

Sisa tahun 2016 :    48   perkara 

Perkara Pidana Anak : 

Sisa tahun 2015 :      3 perkara 

Masuk :    11    perkara 

Putus :    11 perkara 

Sisa tahun 2016 :     -    perkara 

Perkara Pidana Cepat/Ringan : 

Sisa tahun 2015 :      -    perkara 

Masuk :    176    perkara 

Putus :    176    perkara 

Sisa tahun 2016 :     -    perkara 

Jumlah denda :  Rp. 17.318.000 

Perkara Pidana Lalu Lintas Jalan Raya : 

Sisa tahun 2015 :     -        perkara 

Masuk : 22.754  perkara 

Putus : 22.754  perkara 

Sisa tahun 2016 :       -     perkara 

Jumlah denda : Rp. 910.160.000 

Jumlah Ongkos Perkara : Rp.   22.754.000 

Perkara Pidana Pra Peradilan : 

Sisa tahun 2015 :      -    perkara 

Masuk :      1      perkara 

Putus :      1    perkara 

Dicabut :      -       perkara 

Sisa tahun 2016 :      -      perkara 

Perkara Pidana Banding : 

Sisa tahun 2015 :      -       perkara 
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Masuk :      27    perkara 

Banding yang dikirim :      26    perkara 

Banding yang datang :      25    perkara 

Banding yang belum dikirim  :       1     perkara 

Sisa per 31 Desember 2016 :       1     perkara 

Perkara Pidana Kasasi  

Sisa tahun 2015 :       -    perkara 

Masuk :       6    perkara 

Kasasi yang dikirim :       6    perkara 

Kasasi yang datang :       -     perkara 

Kasasi yang belum dikirim  :       -    perkara 

Sisa per 31 Desember 2016 :       -    perkara 

 

Perkara Pidana Peninjauan Kembali : 

Sisa tahun 2015 :       -     perkara 

Masuk :      -     perkara 

Peninjauan Kembali yang dikirim :      -      perkara 

Peninjauan Kembali yang datang :      -      perkara 

Peninjauan Kembali yang belum dikirim  :      -      perkara 

Sisa per 31 Desember 2016 :      -    perkara 

 

Perkara Pidana Grasi : 

Sisa tahun 2015 :      -      perkara 

Masuk :      -    perkara 

Grasi yang dikirim :      -    perkara 

Grasi yang datang :      -      perkara 

Grasi yang belum dikirim  :      -     perkara 

Sisa per 31 Desember 2016 :      -      perkara 

 

3. KEPANITERAAN HUKUM  

 PENDAFTARAN BADAN HUKUM TAHUN 2016  

CV sebanyak      :   455   CV 

Yayasan sebanyak     :     - 

Perusahaan dagang sebanyak    :     - 
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Waarmeeking      :   3  Perkara  

Perdamaian sebanyak     :     

Firma sebanyak     :  - 

 CATATAN SIPIL 

Kelahiran      :  - 

Perkawinan      :  - 

Perceraian      :  -   

Kematian      :  -   

Ganti Nama      :  - 

Bukti-bukti surat     :  852 

 SURAT KUASA     :  103   Surat kuasa   

 KUASA INSIDENTIL    :    0   Kuasa (Nihil) 

 Anak angkat      :   - 

 Perwalian      :   - 

 Pengampuan      :   -   

 

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

 1.   SARANA DAN PRASARANA GEDUNG 

  Gedung Kantor :  Alamat Jalan Bhayangkara No. 105 Sukabumi 

a. PENGADAAN 

Pada tahun 2016 terdapat Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 

berupa Renovasi Gedung Kantor (Rusak Berat) Fisik seluas 500 m2. 

b. PEMELIHARAAN 

Dalam Pemeliharaan Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi dikerjakan oleh 4 orang  

tenaga Honorer, yaitu : 3 orang cleaning service dan 1 orang tukang kebun  untuk 

menata halaman dan kebersihan lingkungan kantor serta sekitarnya setiap harinya 

dibantu oleh 2 orang Satpam dan 2 orang sopir untuk menjaga keamanan terutama 

di malam hari diadakan Piket malam secara bergiliran pada Pengadilan Negeri 

Sukabumi. 

Selain itu beberapa kali dalam setahun untuk mengganti jadwal olahraga 

dilaksanakan Jumat Bersih/ Kerja Bakti oleh seluruh pegawai dan tenaga honorer. 

Untuk pemeliharaan Gedung Kantor dari kerusakan-kerusakan dilakukan dengan 

cara swadaya/penunjukan langsung dengan pihak ketiga (rekanan). 
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c. PENGHAPUSAN  

Tidak ada 

 

4. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG 

a. PENGADAAN 

Pada Tahun Anggaran 2016, terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa : 

1. Alat Pengolah Data dan Komunikasi senilai Rp.97.100.000,- (sembilan puluh 

tujuh juta seratus ribu rupiah), berupa : 

- PC / Komputer, sebanyak 4 (empat) unit ; 

- Laptop, sebanyak 2 (dua) unit ; 

- Printer, sebanyak 4 (empat) unit ; 

- Router, sebanyak 1 (satu) unit ; 

- Scanner, sebanyak 1 (satu) unit. 

 Fasilitas Perkantoran senilai Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus 

ribu rupiah), berupa : Rak Arsip, sebanyak 5 (lima) unit. 

a. PEMELIHARAAN 

Service computer, Laptop, Genset, AC, Faksimili, Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 

pada Kantor Pengadilan Negeri Sukabumi. 

b. PENGHAPUSAN 

Tidak ada Penghapusan selama periode Tahun Anggaran 2016. 

 

D.PENGELOLAAN KEUANGAN 

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 

yang diubah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 

Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

tingkat Satker. Pelaporan Keuangan adalah salah satu kebijakan akuntansi dibawah 

Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa 

Realisasi Anggaran Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sukabumi. 

 1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI 
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a) BELANJA PEGAWAI: 

 Pagu     :  Rp. 3.959.109.000,- 

 -Realisasi     :  Rp. 4.561.764.251,- 

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp.  (602.655.251,-) 

b) BELANJA BARANG: 

 Pagu     :  Rp. 547.204.000,- 

 Realisasi     :  Rp. 532.674.722,- 

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp.   14.529.278,- 

c) BELANJA MODAL: 

 Pagu     :  Rp. 2.123.000.000,- 

 Realisasi     :  Rp. 1.965.491.722,-  

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp.  157.508.500,- 

 

2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM 

a) BELANJA PEGAWAI 

 Pagu     :  Rp. 0,- 

 Realisasi     :  Rp. 0,- 

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp. 0,- 

b) BELANJA BARANG 

 Pagu    :  Rp.91.806.000,- 

 Realisasi    :  Rp.91.514.765 

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp.     291.235 

c)  BELANJA MODAL 

 Pagu    :  Rp. 0,- 

 Realisasi    :  Rp. 0,- 

 Sisa Anggaran Pelaksanaan  :  Rp. 0,- 

 

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Sudah tersedianya sarana informasi pada kantor Pengadilan Negeri Sukabumi,namun 

belum adanya pegawai khusus (Operator) yang menangani langsung sarana informasi 

tersebut. 

a.  Perangkat Keras di Pengadilan Negeri Sukabumi berupa : 

 P.C. unit / Komputer, 
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 Laptop, 

 Printer,  

 Server, 

 Router, 

 Perangkat jaringan ( LAN ). 

b. Perangkat Lunak di Pengadilan Negeri Sukabumi berupa : 

 Layar Informasi Terpadu,  

 Aplikasi Sistem Administrasi Pengadilan Negeri (SIADPN)  

 Aplikasi Upload Perkara 

 Aplikasi Jadwal Sidang 

 Aplikasi Case Tracking System (CTS) 

 Anti virus kaspersky dan Windows 10.  

 

F. REGULASI TAHUN 2016 

Pengadilan Negeri Sukabumi telah melaksanakan administrasi perkara sesuai dengan 

apa yang tertuang di dalam buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan Buku II” yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Administrasi Umum pada Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung 

selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat. 

Pengadilan Negeri Sukabumi telah mengatur mengenai Disiplin Kerja Pegawai yang 

dituangkan dalam  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 

W11.U4/524/KP.04.09/V/2016, tanggal 02 Mei  2016 tentang Penunjukan Tim Penegakan 

Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Sukabumi. Disertai dengan Hakim   dan    Pejabat 

Struktural / Fungsional      dilingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi     yang ditunjuk 

sebagai Tim Penegakan Disiplin Kerja yang bertugas melakukan pengawasan serta 

Penegakan Disiplin   terhadap Hakim dan Pegawai pada  Pengadilan Negeri Sukabumi 
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sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 serta   Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  

Nomor : 071/KMA/SK/V/2008. 
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BAB IV 

PENGAWASAN  

 

A. PENGAWASAN INTERNAL 

 

 Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2016 telah melakukan pengawasan baik 

yang berkaitan dengan tugas-tugas teknis maupun tugas-tugas administrasi/ kesekretariatan. 

 Adapun upaya pengawasan di bidang internal tersebut di Pengadilan Negeri Sukabumi 

setiap bulan telah diadakan rapat bulanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi 

mengikutsertakan seluruh pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan seluruh karyawan 

di lingkungan Pengadilan  Negeri Sukabumi. Dalam rapat bulanan tersebut dilakukan evaluasi 

hasil pekerjaan selama sebulan sebelumnya oleh bagian kesekretariatan maupun kepaniteraan 

dan evaluasi pelaksanaan penanganan perkara yang ditanganni oleh Hakim, Panitera 

Pengganti dan Jurusita. 

 Dan hasil dari evaluasi tersebut setelah dipaparkan dalam rapat bulanan tersebut maka 

seluruh pejabat teknis maupun struktural yang menangani tugas-tugasnya dapat dikontrol 

sudah sejauh mana tugas dilaksanakan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapinya untuk 

dapat menghasilkan hasil tugas yang optimal. 

 Bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dalam hal pelaksanaan pengawasan telah 

mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/080/SK/VIII/2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

 Bahwa di Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Koordinator Pengawas adalah Wakil 

Ketua Pengadilan dan juga dibantu oleh Hakim-hakim pengawas bidang. Kemudian Wakil 

Ketua Pengadilan melaporkan seluruh hasil-hasil pengawasan tersebut kepada Ketua 

Pengadilan Negeri, hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. 
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Kegiatan pengawasan Internal yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri 

Sukabumi, didukung pula dengan adanya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 

Sukabumi  NOMOR : W11.U4/ 521 /KP.04.12/V/2016 TENTANG PENUNJUKAN 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI pada 

tanggal 2 Mei 2016, adapun para Hakim Pengawas tersebut yaitu : 

 

No. Nama Hakim  Hakim Pengawas Bidang 

1 2 3 

1. LISFER BERUTU, SH.MH Koordinator Pengawas / Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Sukabumi 
 

2. AHMAD SYARIF, SH.MH. Pengawas Umum dan Keuangan, serta 
Perpustakaan 
 

3. ACHMAD MUNANDAR, SH. Pengawas Perencanaan, IT dan 
Prlaporan 
 

4. ACHMAD MUNANDAR, SH. Humas 
 

5. NOVRIDA DIANSARI, SH. Pengawas Kepegawaian, Organisasi 
dan Tatalaksana 
 

6. JUNITA PANCAWATI, SH.MH. Pengawas Pidana 
 

7. GOLOM SILITONGA, SH.MH. - Pengawas Tilang 
- Pengawas Wasmat 
- Pengawas Olah Raga dan PTWP 

8. DHIAN FEBRIANDARI, SH. Pengawas Hukum dan Arsipan Perkara 
 

9. SUSI PANGARIBUAN, SH. Pengawas Perdata 
 

 

B. PENGAWASAN EKSTERNAL 

Pengawasan tidak hanya dapat dilakukan secara internal yang berasal dari dalam lembaga 

peradilan (internal control) namun juga dapat dari luar lembaga peradilan (external control. 

Sedangkan eksternal control dilakukan oleh masyarakat dan tidak dilakukan oleh lembaga 
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pemerintah. Salah satu bentuk pengawasan external yang dilakukan masyarakat adalah 

melalui mekanisme eksaminasi publik.  

Hal ini (eksaminasi publik) merupakan mekanisme pengawasan eksternal dalam rangka 

menilai atau menguji kembali proses pemeriksaan, pertimbangan hukum dari hakim sampai 

putusan pengadilan, terutama yang mengandung kontroversi. Pengawasan eksternal sangat 

diperlukan untuk memantau sistem peradilan di Pengadilan Negeri Sukabumi. 

Pengawasan eksternal terhadap Pengadilan Negeri Sukabumi dilakukan oleh beberapa 

Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non-Pemerintah yaitu seperti Komisi Yudisial (KY), 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Indonesian Corruption Watch (ICW) apabila 

masyarakat melihat ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, pejabat 

struktural maupun pegawai yang berada di Pengadilan Negeri Sukabumi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

KESIMPULAN 

 Dari hasil laporan tahunan telah mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

Pengadilan Negeri Sukabumi selama tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

dan dari tahun ke tahun penyelenggaraan administrasi di bidang Yudisial dan Non Yudisial 

selalu meningkat kearah yang lebih baik. 

 Pimpinan penyelenggaraan administrasi di bidang Yudisial maupun Non Yudisial 

dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, yang dalam pelaksanaan sehari-hari 

dibantu oleh Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris, Para Hakim serta unsur-unsur Pimpinan 

lainnya dan para staf, dari tahun ke tahun telah berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja 

menuju Reformasi Birokrasi demi terwujudnya transparansi di Pengadilan Negeri Sukabumi 

sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat dilaksanakan seoptimal 

mungkin. 

 

REKOMENDASI 

 Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang profesional, 

maka pegawai Pengadilan Negeri Sukabumi perlu diikutsertakan dalam berbagai pelatihan-

pelatihan dan dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dari Pengadilan Tinggi 

selaku Koordinator Wilayah dan dari Mahkamah Agung RI kepada satker-satker dibawah 

lingkungan Mahkamah Agung RI.  

  

Demikian laporan tahunan 2016 ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melaksanakan kebijakan selanjutnya. 

 

                  Sukabumi, 04 Januari 2017 

KETUA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI 

 

 

    DULHUSIN, SH., MH. 

           NIP. 19591209 199212 1 001 


